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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR
NOMOR

PROVINSI SULAWESI TENGAH

j00.2.-2/079/ PEMPROV.CT /2025
900.1.1/2768/DPRD

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Anwar Hafid
: Gubernur Sulawesi Tengah
: J1. Samratulangi No. 101 Palu

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama
Jabatan

Alamat Kantor

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

d. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Mohammad Arus Abdul Karim
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Samratulangi No. 80 Palu

Aristan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Samratulangi No. 80 Palu

Syarifudin
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Samratulangi No. 80 Palu

Ambo Dalle
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
J1. Samratulangi No. 80 Palu

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pihak

Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026
diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara
DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.



Berdasarkan hal tersebut, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum
APBD (KUA) Tahun 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 disusun
dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan saran dan masukan
Badan Anggaran yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2026.
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